BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid 19  merupakan pandemi global yang tentunya menimbulkan
kekhawatiran bagi berbagai kalangan, terutama di kalangan Masyarakat. Sejak
ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global, manajemen penanganan Covid 19

menjadi tantangan tersendiri bagi negara yang memiliki keterbatasan sumberdaya

telah menginfeksi

lebih dari 2.245.8 C ] 'HO, 20 ari 152.000 orang

ah Wuhe , akan yang tidak responsif dan
keliru tentu membahayakan jutaan Rakyat Indonesia. Ha ini tampak, misalnya padaa
bulan Januari dan Februari 2020, ketika virus itu melumpuhkan beberapa kota di
Cina, Korea Selatan, Italia, dan lainnya; beberapa negara mengambil kebijakan
diperuntukan menutup migrasi manusia lintas negara. Sebaliknya, Pemerintah
Indonesia mengambil kebijakan lain yang berupaya menarik wisatawan dan bisnis

dari negara-negara yang tengah menutup negara mereka diperuntukan dikunjungi.



Jika dilihat dari persentase angka kematian yang di bagi menurut Golongan
usia, maka kelompok usia 46-59 tahun memiliki persentase angka kematian yang
lebih tinggi dibandingkan Golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis
kelamin, 56,6% penderita yang meninggal akibat Covid 19 adalah laki-laki dan 43,4%
sisanya adalah perempuan. Gejala awal infeksi virus Corona atau Covid 19 bisa
menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit

kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita

dengan gejala yang berat bisa mengalamindemam tinggi, batuk berdahak bahkan
berdarah, sesak napas, da a._tersebut muncul ketika tubuh

bereaksi melawan a [umun la umum yang bisa
menandakan s ; S MCorona, ya mam (suhu tubuh di atas 38
S "4\\ 21

melaksanakan

kehilangan pekerjaan a “mengambil tindakan
diperuntukan Masyarakm:makan hari-hari seperti
biasanya.

Covid 19 dinyatakan sebagai bencana nasional non alam oleh Presiden Joko
Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid 19 ). Dalam penetapan Keppres poin ketiga diatur bahwa Gubenur, Bupati,

dan Walikota sebagai sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona



Virus Disease 2019 (Covid 19 ) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah
masingmasing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat (BNPB, 2020).
dengan ditetapkannya status bencana nasional alam, Pemerintah Indonesia mengakui
bahwa Covid 19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan
Masyarakat. Penetapan sebagai bencana nasional non alam dengan melihat
pertimbangan dari penyebaran Covid 19 dan dampak terhadap meningkatnya jumlah
korban, kerugian harta benda, meluasnya cakupan daerah yang terkena dampak

bencana, serta pertimbangan terhadap implikasi padaa aspek sosial ekonomi yang

terjadi di Indonesia.

pandemi Covid 19 ramai dipert dan MV asyarakat, oleh karena
hal itu peneliti rasa kebijakan Pemerintah padaa pananganan pandemi ini sangat

menarik diperuntukan dikaji.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah umumnya berisi pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait

penelitian atau topik yang dibahas.Rumusan masalah padaa penelitian ini adalah :



1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten
Ponorogo dalam pengendalian pandemi Covid 19?.
2. Bagaimana kendala dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah desa dalam

pengenalian pandemi Covid 19 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil,

sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai
atau d1tangan1 dalam suatu peneli /\ adalah :

Indonesia diperuntukan

membuat kebijakan j}ang ebil

3. Bagi Masyarakat Desa
Sebagai pengetahuan Masyarakat tentang kebijakan Pemerintah Desa Pijeran

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam pengendalian pandemi Covid 19 di

Indonesia.



E. Penegasan Istilah

Diperuntukan membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan
beberapa kata kunci yang pengertian dan pembatasannya perlu dijelaskan. Penegasan
istilah padaa penelitian ini adalah :
1. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau

sasaran. Kebijakan yang di maksud Dalam penelitian ini adalah tentang pelaksaan
suatu penanganan Pemerinta /\- capai tujuan.

. Pemerintah

. Landasan Teori

1. Kebijakan Pemerintah

Pembuatan kebijakan merupakan semua tahap dalam siklus hidup
kebijakan.Siklus hidup atau tahap-tahap dari suatu kebijakan padaa dasarnya yaitu
dimulai dari perumusan masalah, identifikasi alternatif, implementasi kebijakan dan

kembali padaa perumusan masalah.

Siti Kurnia Rahayu (2010) mengutip pengertian kebijakan negara yaang
dikemukakan oleh Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan sebagai a projected
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rencana of goals, values and practices. Mengintisarikan bahwa kebijakan terdiri dari

unsur-unsur esensil, yaitu:

a. Tujuan (goal)

b. Proposal (plans)
c. Rencana

d. Keputusan

e. Efek

Tuntunan pembMtldak boleh hanya diam

bahkan kita harus berusaha meningkatkan keterampilan ataupun tindakan
diperuntukan dapaat mewujudkan pembangunan sehubungan oleh hal tersebut
pemecahan masalah perlu dilakukan bahwa pemecahan masalah dapaat
mengantisipasi perubahan- perubahan yaang begitu cepat oleh suatu langkah

melakukan sebuah tindakan atau kebijakan.



Pengertian kebijaksanaan yaang menjadi acuan dalam pembahasan ini
pemikiran/pertimbangan dan keputusan yaang lebih jauh dan mendalam, bukan
keputusan diperuntukan melanggar sesuatu. Biarpun istilah kebijaksanaan dan
kebijakan memiliki perbedaan pengertian seperti dikemukakan diatas, tetapi kedua
kata itu mempunyai pula persamaan. Persamaannya kebijaksanaan dan kebijakan
diartikan sebagai suatu tindakan terarah tertentu oleh aktor (Pemerintah) berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan yaang memuat aturan (asas, norma) tertentu

memecahkan diperuntukan masa

lah-masalah yaang dihadapi Masyarakat guna

Pengertian-pengertia npunyai perbedaan tertentu

karena masing-masing ahli itu memberikan sudut pandang masing-masing, terdapaat
suatu persamaan bahwa kebijakan itu padaa dasarnya sekelompok tindakan yaang

terarah diperuntukan mencapai tujuan suatu tertentu.

Pengertian kebijakan oleh ahli diatas didapatkan suatu pengertiaan yaang
umum dan lengkap tentang kebijakan adalah ‘suatu rencana kegiatan, Nilai, taktik dan

tentang strategi yaang dipilih kepada seseorang ataau sekelompok orang-orang dan



dapaat dilakukan juga untuk mempengaruhi pada sejumlah ourang untuk

mencapainya suatu tujuan”.

Proses dalam memecahkan suatu masalah-masalah publik menurut Dunn

( dalam Dydiet Hardjito, 2013:18 ) antaara lain:

a. Penetapan agenda kebijakan
Tahap-tahap kebijakan Pemerintah pertama yaang dilakukan oleh

Pemerintah dalam menentukan dan menetapkan suatu kebijakan Pemerintah

yaang berlaku di dalam

arakat. Adopsi kebijakan ini

mempunyai tujuan secara legimitasi diperuntuka inemberikan otorisasi atau
kuasa padaa jalannya proses dasar Pemerintahan dalam menentapkan
kebijakan Pemerintah.

Otorisasi atau kuasa yaang diberikan kepadaa Pemerintah dimaksudkan
agar hanya Pemerintahlah yaang dapaat melakukan perubahan atau perbaikan
di dalam kebijakan Pemerintah. Selain itu, dalam tahapan ini, Pemerintah juga

dimungkinkan diperuntukan melakukan adopsi kebijakan dari negara lain



maupun daerah lain yaang dirasa cocok diperuntukan diterapkan di wilayah
negaranya semata-mata sebagai salah satu tindakan diperuntukan cara
merawat kemajemukan bangsa Indonesia
Implementasi kebijakan

Tahapan keempat yaang dilakukan oleh Pemerintah dalam menentukan
atau menetapkan kebijakan publik adalah policy implementation. Policy
implementation atau implementasi kebijakan adalah suatu langkah yaang

dapaat disebut sebagai langkah p apan sekaligus langkah uji coba yaang
dilakukan Pemerintah d .ui‘-/\ jakan Pemerintah yaang perlaku

di Masyarakat _g / Dala 4.- .h\n
peranny ua M l.-l’ H :

menyaangkut padaa’
penerapan kebijakan Pemerintah itu sendiri. Melalui tahapan evaluasi inilah
Pemerintah dapaat melakukan perbaikan terhadap kebijakan Pemerintah yaang
berlaku berdasarkan pengalaman yaang telah dilalui selama kebijakan
Pemerintah tersebut terlaksana.

Demikianlah penjelasan mengenai tahapan-tahapan kebijakan Pemerintah
yaang dilakukan oleh Pemerintah untuk diperuntukan menentukan dan

menerapkan kebijakan Pemerintah yaang berlaku di dalam kehidupan
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berbangsa dan bernegara. Kiranya melalui artikel ini, pengetahuan para
pembaca terhadap tahapan-tahapan kebijakan Pemerintah dapaat bertambah

luas.

James Anderson ( dalam Dydiet Hardjito,2013:18 ) sebagai pakar kebijakan

publik menetapkan proses kebijakan Pemerintah sebagai berikut:

a. Formulasi Masalah

Pejabat yaang terpilih dan ditunjuk menempatkan masalah dalam agenda
publik. Masalah sebelum m
dahulu, dan akhirn) // dimasukkan dalam agenda
politik pemb / 6 M U H'\ ngkin tidak disentuh

L s

]
]
A a 4'(

ertiban umum akan bersaing terlebih

_ au Pemerintah di
tingkat ternda h. Pedo olz “oleh unit administrasi
yaang memobilisasi sumber daya keuangan an manusia. Dalam fase
implementasi ini, beberapa kepentingan akan saling bersaing.
e. Evaluasi Kebijakan
Fase ini mengevaluasi atau meNilai kebijakan yaang diterapkan
diperuntukan menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dilakukan

diperuntukan mencapai dampak yaang diinginkan, yaitu, memecahkan

masalah yaang dihadapi Masyarakat. Oleh karena itu ditentukan kriteria atau
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kriteria mana yaang membentuk dasar diperuntukan peNilaian apakah
tindakan publik yaang dilakukan telah mencapai efek atau tujuan yaang
diinginkan atau tidak.

Van Meter dan Van Horn, ( dalam Dydiet Hardjito,2013:20 ) memberikan
pengertian implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yaang dilakukan

baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok

Pemerintah maupun swasta yaang diarahkan padaa tercapainya tujuan-tujuan

Rektor menerimmnivensitas lain, itu tidak

dapaat disebut sebagai kebijakan Pemerintah, karena hanya berlaku dan
berdampak padaa seorang. Tetapi bila keputusan tersebut berkenaan oleh
penenutuan syarat-syarat yaang diperlukan bagi semua mahasiswa pindahan
dan lain-lain hal yaang berkaitan oleh masalah itu hal itu baru disebut sebagai

kebijakan Pemerintahan.
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b. Thomas R. Dye

Menpengertiankan kebijakan Pemerintah sebagai”Apapun yaang
dipilih oleh Pemerintah diperuntukan melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu”. Maksud pengertian ini bahwa bila Pemerintah
mengambil keputusan diperuntukan melakukan sesuatu tindakan misalnya

melarang penduduk di suatu daerah diperuntukan tidak boleh membangun

kebijakan yaah angkan oleh ba badan dan pejabat-pejabat

Pemerintah “. Jadi menurut Anderson, setiap kebijakan Pemerintahan selain
dapaat dikembangkan oleh badan-badan Pemerintahan seperti; Lembaga
legislatif, eksekutif dan yudikatif, juga oleh pejabat Pemerintah baik di level

nasional, regional maupun lokal.
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Disini kebijakan Pemerintahan itu dapaat dikembangkan oleh
Lembaga/badan-badan Pemerintahan, pula oleh pejabat Pemerintah padaa

Lembaga/badan itu baik di skope nasional, regional dan local.

e. David Easton

Menpengertiankan kebijakan Pemerintahan sebagai ” mengalokasikan

suatu  Nilai  secaara paksaaan. kepaada seluruh Masyarakat”.Maksud

ang secaara sah dapaat

a1 oag

sebagaimana na ‘menguasal apa yaang
diucap kebijakan Pemerin . ikian, secaara universal timbul

suatu pengertian menimpa kebijakan Pemerintahan merupakan sekelompok

aksi yaang diseleksi daan dialokasikan secaara legal oleech Pemerintah/ negara
kepaada segala Anggota wargaa buat membongkar permasalahan yaang

dialami guna menggapai tujuan tertentu demi kepentingan wargaa seluruhnya.

Pengertian kebijakan Pemerintahan seperti terurai diatass secaara umum

memiliki 6 (enam) implikasi sebagai berikut :
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a. Kebijakan  Pemerintahan iitu  berupa opsi tindakan-  tindakan
Pemerintah( berbentuk rencana, Nilai, taktik daan strategi).

b. Tindakan- tindakan Pemerintah iitu dialokasikan kepaada Anggota wargaa
sehingga bertabiat mengikat.

c. Tindakan- tindakan Pemerintah iitu dari tubuh Pemerintahan semacam
Lembaga legislatif, eksekutif daan yudikatif yaang mempunyai kewenangan
politik, hukum daan finansial buat melaksanakannya.

d. Tindakan- tindakan Pemerintah buat membongkar masalah- masalah

tertentu yaang dialami w

r

, mendiagnosa

dengan ilmu atau pengetahuan daan komitmen iitu analisa yaang tajam dicoba
digunakan informasi yaang terdapaat menimpa luasnya pilihan- pilihan wargaa
universal, daan rencana yaang memesatkan terdapaatnya peluang yaang sama daan
kesejahteraan, pengukuran terhadap opsi wargaa daan pengaruhnya, prosedur evaluasi
yaang jujur atass keuntungan daan kerugian daan aneka berbagai kepunyaan universal
daan pengukuran buat tingkatkan partisipasi wargaa dalaam perumusan kebijakan

daan evaluasinya.
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3. Jenis-Jenis Bentuk Kebijakan Pemerintahan

Usaha formulasi kebijakan Pemerintahan sudah dibesarkan para pakar politik
lewat bermacam berbagai tipe bentuk cocok oleh kerangka berpikir pembentuk bentuk
tersebut. Bersumber padaa tipologi bentuk kebijakan dari Thomas Dye, Nicholas
Henry mengelompokkaan tipologi bentuk kebijakan iitu jadi klasifikasi yang Besar,
merupakan( 1) kebijakan negara dianalisa dari sudut dalam proses, lebih bersifat’

deskriptif” merupakan berupaya mengambarkan gimana kebijakan negara iitu dibuat,

Bagi Dye Lembaga- Lembaga Pemermtahan iitu membagikan

kebijakan negara dalaam 3 ciri adalah;( 1) Lembaga Pemerintah membagikan
pengesahan( legitimasi) terhadap kebijakan- kebijakan negara selaku
kewajiban- kewajiban hukum yaang wajib ditaati/ dilakukan oleeh seluruh
Masyarakat negara.( 2) Kebijakan negara iitu bertabiat umum dalaam makna
kalau cuma kebijakan- kebijakan negara yaang dapaat disebarluaskan padaa

segala Masyarakat negara, daan kebijakan- kebijakan yaang lain( bukan
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negara) cuma menggapai bagian kecil dari Anggota wargaa.( 3) Cuma
Pemerintah yaang memegang hak dominasi buat memaksakan secaara legal
kebijakan- kebijakannya padaa Anggota wargaa, sehingga dia dapaat
membagikan sanksi padaa mereka yaang tidak mentaatinya.

Secaara  tradisional = bentuk  instiitusional ini  umumnya
menggambarkan terhadap struktur organisasi, tugas- tugas daan fungsi- fungsi

pejabat organisasi, daan mekanisme organisasi, namun sayaangnya kurang

membuat analisa terhadap Lembaga- Lembaga Pemerintahan

iitu oleh kebijakan nega an antaara Lembaga- Lembaga

d
r.

sebab kebijakan

_ ,"'pejabat- pejabat
sudah terbuat elit tersebut,
hingga tuntutan daan kemauan Rakyat banyak( non- elit) tidak
diperhatikan.
Gambar 1.1
Kebijakan Bentuk Elit -Massa
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Arah Kebijakan Elt

Pelaksanaan Kebijakan Pejabat Pdmerintah

berikut:

Masyarakat da

sedikit-sedik esal
f.  Golongan elit Mperoleeh pengaruh dari
masaa yaang apatis/pasif. Elitlah yaang mempengaruhii massa daan bukan

massa yaang mempengaruhii elit.

Kelemahan bentuk ini bahwa, kebijakan negara tidak begiitu banyak
mencerminkan keinginan Rakyat (massa) tetapi keinginan elit. Perubahan
daan pembaharuan kebijakan negara berjalan lambat daan ditentukan oleeh

penafsiran kembali Nilai-Nilai elit-elit tersebut. Massa sebagian besar
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dipandaang bersifat pasif, apatis daan buta informasi terhadap kebijakan
negara, elit banyak yaang mempengaruhii massa daan bukan sebaliknya daan

komunikasi berjalan dari atass kebawah.

Model Kelompok (Kebijakan Sebagai Keseimbangan Kelompok ).
Ide pokok bentuk ini bahwa kebijakan negara merupakan usaha

pembuat kebijakan menghindari konflik kelompok-kelompok daan menjaga

keseimbangan di dalaam kehidupan daan perjuangan kelompok-kelompok

politik yaang bth perjuangan kelompok.

Pembuat keputusan dipandaang secaara ajeg menanggapi tekanan-tekanan dari
kelompok oleh membuat kebijakan negara melalui cara bergaining, berkoalisi,
negosiasi, daan kompromi dari tuntutan-tuntutan yaang saling bersaing
diantaara kelompok-kelompok yang berpengaruh.

Kelemahan bentuk kelompok ini adalah terlampau memperhatikan

peranan faktor luar oleh mengabaikan faktor dalaam organisasi Pemerintahan
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dalaam rangka perumusan kebijakan negara. Padaahal didalaam kenyatan
kehidupan politik, terutama proses perumusan kebijakan negara, peranan

kedua faktor iitu sangat penting sekali.

Model Proses ( Kebijakan Sebagai Suatu Aktivitas Politik )
Ide pokok bentuk proses bahwa kebijakan sebagai suatu aktivitas

politik terdiri dari rangkaian kegiatan ; identifikasi masalah, perumusan

Model Sistem (Kebijakan Sebagai Hasil Dari Sistem )

Ide pokok bentuk sistem bahwa kebijakan negara sebagai hasil dari
bekerjanya sistem politik suatu negara dalaam merespon tuntutan dari
lingkungannya. Suatu lingkungan sebenarnya sangat berpengaruh terhadap
politik sistem politik akan mewarnai kebijakan Pemerintah bedaan rencana-

rencana kegiatannya.
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Lingkungan dipandaang sebagai input sistem politik, sedangkan
kebijakan umum bedaan rencana-rencananya dipandang sebagai out put sistem
politik. Sistem politik merupakan kelompok struktur daan proses yaang saling
berkaitan, dimana fungsifungsinya mempunyai kewenangan diperuntukan
mengalokasikan Nilai-Nilai bagi Masyarakat.

Suatu sistem politik adalah suatu struktur dari badan-badan legislatif,
eksekutif, yudikatif, partai politik, kelompok kepentingan, media massa,

Anggota-Anggota Masyarakat, tokeh-tokoh Masyarakat (Golongan elit),
o ap daan perllaku pembuat

Environment Environment Environment
INPUTS WITH INPUTS OUTPUTS
- Demands The - Dicision
- Support Political - Actions
- Resources System - Policies
L J L J
FEEDBACK Environment

Environment

Dari gambar tersebut diatass secaara ringke daat dikatakan bahwa,
kebijakan negara merupakan manifestasi dari sistem politik yaang ada. David
Easton terkenal sebagai pencipta teori input daan output sistem politik, maka
pengkonversiannya disebut analisa sistem politik. Konsep daan bentuk sistem
ini dapaat mengindentifikasikan seperangkat Lembaga daan kegiatan dalaam
Masyarakat yaang fungsinya merubah dari kebutuhankebutuhan Masyarakat
menjadi keputusan yaang mempunyai kewenangan diperuntukan ditaati daan

memerlukan dukungan Masyarakat seluruhnya. Unsur-unsur yaang terdapaat
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dalaam sistem ini saling berkaitan daan mampu menanggapi kekuatan-
kekuatan dalaam Masyarakat.

Input disini berupa kebutuhan dan dukungan (demand daan suport);
kebutuhan ini terjadi apabila orang atau kelompok orang menanggapi kondisi
lingkungan (environment) yaang nyata daan tindakannya akan mernpengaruhi

kebijakan Pemerintah bedaan rencana-rencananya. Dukungan akan terjadi

apabila orang-orang/kelompok orang bersedia menerima hasil-hasilnya. Suatu

sistem dapaat berjalan oleh baik apabila ; (1) Menghasilkan suatu yaang
rasional daan memua //\ ang_berkepentingan, (2) Dapaat

Yaang Efisien )U

Ide pokok bentuk rasional-komprehensif bahwa suatu kebijakan
dirancang secaara tepat daan rasional diperuntukan memaksimalkan hasil Nilai
bersih (not value achievemnt). Pengertian rasionalitas dipakai silih berganti
oleh pengertian efisiensi. Suatu kebijakan dikatakan rasional jika pembuat
kebijakan harus mempertimbangkan; (1) Mengetahui semua preferensi Nilai-
Nilai yaang ada dalaam Masyarakat daan tekanan kecendrungannya, (2)

Mengetahui semua konsekuensi-konsekuensi dari setiap alternatif- alternatif
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kebijakan yaang tersedia, (3) Mengetahui semua kosekuensi-konsekuesi daan
setiap alternatif kebijakan, (4) Memperhiitungkan rasio yaang dicapai bagi
setiap Nilainilai sosial yaang dikorbankan padaa Setiap alternatif kebijakan,
(5) Memilih alternatif kebijakan yaang paling efisien.

Dalaam pembuatan kebijakan yaang rasional diperlukan suatu
pembuatan keputusan yaang mampu mempermudah tercapainya rasionalitas
dalaam perumusan kebijakan. Padaa realitasnya membuat kebijakan yaang

rasional kurang dapaat cbuat kebijakan, karena terdapaat

ai sosial yaang disetujui, nila-

iktif dari ilmu-ilmu fisik daan

biologi tidak cukup memadai diperuntukan meningkatkan kemampuan
pembuat policy didalaam memahami akibat-akibat dari setiap alternatif-
alternatif kebijakan, (9) Pembuat kebijakan walaupun telah mempergunakan
teknik analisa komputer, tidak juga cukup trampil diperuntukan menghiitung
secaara tepat untung rugi. ketika sejumlah besar Nilai-Nilai politik,
sosial,ekonomi ,daan kebudayaan yaang berbeda-beda menjadi satu, (10)

Kebutuhan-kebutuhan pribadi, kekurangan-kekurangan daan ketidakmampuan
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membuat kebijakan dapaat menghalanginya dalaam melaksanakan keputusan
secaara rasional, (11) Akibat-akibat yaang serba tidak pasti daan aneka
kebijakan yaang dibuat, akan memaksa pembuat kebijakan bersikap lebih kaku
dalaam mempertahankan keputusan-keputusan yaang telah dibuat sebelumnya,
(12) Tabiat pembuatan kebijakan yaang sudah dikatakan didalaam birokrasi

menyulitkan koordinasi pembuat keputusan.

Kebijakan rasional komprehensif ternyata sulit dicapai, para pembuat

kebijakan dapaat menghasilkan kebijakan negara yaang bersifat optimal.
Menurut Nicholas Hen /\ 1 : :

! P““”“'““n‘:f ] Fcrba:élinga.
W hasil
operasional kebijakan
INPUTS :Semua S Bicaiatan 5 melalui T
data dan sumber- : prediﬂlj Pcrhitl-m o kriteria v}
sumber yang telah 2. Penyiapan e hail B efisiensi kebijakan
dinilai tepat bagi altemative 2 . dead st Yang (—  pemilihan [ Nk
proses perumusan kebijakan e alternatif
kebijakan kebijakan
dengan
3.IFm|:'t.np.Em o dampak
i posti yang
- tertinggl.

g. Bentuk Inkrementalis ( Kebijakan Sebagai Kelanjutan Masa Lalu )

Ide pokok bentuk ini bahwa kebijakan Pemerintahan yaang ada
sekarang ini merupakan kelanjutan dari kebijakan Pemerintah dimasa lalu
didaani oleh hanya mengubahnya (modifikasi) sedikit-sedikit. Pembuat
kebijakan tidak harus mengadakan peninjauan kembali secaara keseluruhan
terhadap kebijakan diperuntukan setiap tahunnya, sebaliknya mengingat

keterbatassan biaya, mendorong pembuat kebijakan diperuntukan tidak
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mengidentifikasikan  secaara keseluruhan terhadap alternatif-alternatif
kebljakan bedaan konsekwensinya. Tokoh pertama kali mengemukakan
bentuk inkrementalis ini adalah Charles E. Lindblom sebagai kritik terhadap
bentuk kebijakan negara yaang rasionalkomprehenesif. Bentuk ini didalaam
usahanya menciptakan rencana, kebijakan daan pembiayaan-pembiayaannya,
dasar pemikirannya adalah bersifat konservatif daan perhatiannya terhadap
rencana baru dipusatkan diperuntukan menambah, mengurangai daan

menyempurnakan rencana- ana yaang telah ada

Di IndMeﬂi kebijakan terhadap

kurikulum pendidikan. Sebelum reformasi kebijakan kurikulum berdasarkan
isi (konsten), sesudah reformasi tepatnya tahun 2000 ditetapkan kebijakan
terhadap perberlakuan kurikulum berdasarkan atau berbasis kompetensi

(KBK), daan lain-lain.

Kelemahan bentuk ini bahwa 1ia cenderung mengabaikan

pembaharuan sosial mendasar yaang terjadi karena hanya memusatkan
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perhatiannya padaa tujuan jangka pendek daan hanya mencapai beberapa

variasi dari kebijakan yaang lampau .

h. Bentuk Mixed-Scanning
Bentuk ini merupakan menggabungkan ide pokok bentuk rasional-
komprehensif daan inkremental dalaam pembuatan kebijakan negara. Ide

pokok bentuk ini bahwa dalaam pembuatan kebijakan, keputusan dibuat

melalui suatu penjelajahan terhadap alternatif utama yaang dibuat oleeh
pembuat keputusan sesuyaang akan dicapai; keputusan
aiif [ ang dibuat berdasarkan

Pelaksaﬁaa‘ aangkan makna proses
pelaksanaan kebijakan Mﬁkaﬂ adalah keseluruhan
dari kegiatan yaang bersangkutan oleh pelaksanaan suatu kebijakan tertentu. Jelaslah
pengertian pelaksanaan kebijakan adalah kegiatan-kegiatan dari suatu kelompok aksi,
yaang diitujukan diperuntukan melajukan atau menghambat pelaksanaan suatu
kebijakan tertentu, menjadi bagian dari proses pelaksanaan sebuah kebijakan

negara/Pemerintah secaara keseluruhan.
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Implementasi kebijakan berkenaan oleh berbagai rencana yaang diarahkan
padaa realisasi rencana (Gordon, 2012). Dalaam hal ini, Keban (2012) mengatakan
administrator mengatur cara diperuntukan mengorganisir, menginterpretasikan
menerapkan kebijakan yaang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur
sumberdaya, unit-unit, daan metode-metode diperuntukan melaksanakan rencana.
Melakukan interpretasi berkenaan oleh menterjemahkan bahasa atau istilah-istilah
rencana kedalaam rencana-rencana daan petunjuk-petunjuk yaang dapaat diterima

daan feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen, mengerjakan

atau memberikan pelayan

k’épentingan

Q N 0 i Ballkalti A i sering dilihat

ana mereka yaang

sebagai suatu r
berkepentingan berusaha sedapaat.mung mempengaruhiinya.
Implementasi/pelaksanaan suatu kebijakan negara/Pemerintah tidak hanya
terbatass padaa perwujudaan secaara riil kebijakan tersebut, tetapi juga mempunyai
kaitan oleh konsekwensi atau dampak yaang akan nampak padaa pelaksanaan
kebijakan tersebut. Pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakannya telah
dilakukan oleeh Masyarakat, tetapi juga ingin mengetahui seberapa jauh kebijakan

tersebut telah memberikan konsekwensi positif daan negatif bagi Masyarakat.
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Padaa pelaksanaan kebijakan Pemerintah biasanya terpaut sejumlah besar
aktor dalaam berbagai kedudukan. Yaang penting di sini adalah perbedaan antaara
pelaksana kebijakan daan obyek kebijakan (penduduk yaang menjadi tujuan). Para
pelaksana kebijakan adalah para aktor yaang oleh satu atau lain cara dibebankan
melaksanakan kebijakan oleh penggunaan sarana-sarana tertentu. Organisasi
pelaksana meliputi keseluruhan para pelaksana daan pembagian tugas mereka masing-

masing.

Mengenai pelaksana daan kebijakan Pemerintah, dapaat ditetapkan bahwa
organisasi pelaksana di dalaamsb A atu sistem yaang rumit di

legislatif,
pula. \ 4
Dikatakn- A, Pa (1] eﬁngkali berperan
memberikan konsultasi dalaam..menge 1. kebijakan negara atau melaksanakan
tugastugas administratif lainnya dalaam konteks pelaksanaan kebijakan negara. Para
Anggota yudikatif berperan terlibat dalaam memberikan naturalisasi, penanganan
paspor, proses pengadilan, daan kegiatan-kegiatan implementasi kebijakan lainnya.
Kelompok-kelompok kepentingan berperan melaksanakan kebijakan negara
sesuai oleh bidaang kepentingannya misalnya ; KADIN, HKTI, HNSI, IWAPI,
HIPMI daan sebagainya. Tugas daan kewajiban pejabat daan badaan-badaan

Pemerintah bukan hanya dalaam perumusan kebijakan negara, tetapi juga dalaam
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pelaksanaan kebijakan negara tersebut. Kedua-duanya tidak ada satupun yaang lebih
penting dari yaang lain. Dalaam kenyataannya, banyak pejabat daan badaan-badaan
Pemerintah lebih dominan peranannya dalaam perumusan kebijakan tersebut, daan
kurang dalaam implementasi kebijakan tersebut.

Pelaksanaan sebuah kebijakan negara akan dapaat mengalami keberhasilan
atau hambatan. Gow daan Mors menyebutkan terdapaat berbagai faktor yaang

menghambat implementasi sebuah kebijakan antaara lain (1) hambatan politik,

ekonomi, daan lingkungan (2) kelemahanuinstiitusi, (3) ketidakmampuan SDM di
/\\ dalaam bantuan teknis, (5)

P e
“’3‘;&%" “‘t. R

yaang produktif, daan | “manusia yaang memiliki
kemampuan, komitmen diperuntukan mengelola pelaksanaannya.

dalaam kenyataannya banyak badaan-badaan Pemerintah lebih dominan
peranannya dalaam perumusan kebijakan tersebut, daan kurang dalaam implementasi
kebijakan tersebut. Ini akan berakibat kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan negara
iitu. Selain iitu, pejabat daan badaan-badaan Pemerintah masih lemah sekali dalaam
mendesiminasikan (menyebarluaskan) kebijakan-kebijakan negara yaang baru

kepaada Anggota Masyarakat. Jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik-
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lemah dalaam mencapai efisiensi daan efektivitas pelaksanaan kebijakan negara. Di
negara kita, setiap peraturan-perundaangan atau kebijakan-kebijakan negara yaang
lain setelah disahkan biasanya di taruh dalaam Lembaran Negara atau dibukuhkan
dalaam Arsip Nasional.

Hal ini kurang menjamin kelancaran penyebarluasan kebijakan negara
kepaada Masyarakat kita. Peranan media-massa baik milik Pemerintah maupun

swasta masih belum banyak menunjang atau dimanfaatkan dalaam menyebarluaskan

kebjakan negara tersebut. Media-media pengumuman lain pun masih masih belum

banyak digarap dlperuntukan N2 /\ sherankan kalau masih terdapaat

\

daan adi, K

memberikan pelayans rag argaanya. Mungkin banyak orang tidak suka
membayar pajak, karena tahu Pemerintah kurang memberikan pelayanan
secaara baik kepaada wargaanya.

c. Adaanya keyakinan bahwa kebijakan iitu dibuat sah, konstiitusional daan
dibuat oleeh pejabat Pemerintah yaang berwewenang diperuntukan iitu, daan
melalui prosedur yaang benar.

Suatu kebijakan negara diyakini dibuat secaara sah berdasarkan

ketentuan, Masyarakat cenderung mempunyai kesediaan diri diperuntukan
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menerima daan melaksanakan kebijakan tersebut. Daan kekurangyakinan
terhadap pembuatan sebuah kebijakan dapaat mempengaruhii penerimaan
daan keberhasilan pelaksanaannya.

d. Adaanya kepentingan pribadi. Seorang atau kelompok sering memperolech
keuntungan langsung oleh suatu kebijakan, dapaat menerima daan
melaksanakan suatu kebijakan iitu, karena dianggap sesuai kepentingan
pribadinya.

Dilarangnya inport buah han daan barang-barang kosmetika jenis

tertentu oleeh Pemerin

diterima olee
menguntungkan.
7 A

ebijakan seperti ini langsung

Anderson juga menguraikan faktor-faktor yaang menyebabkan mengapa

orang tidak mematuhi daan melaksanakan kebijakan negara, sebagai berikut :
a. Kebijakan yang berhadapan oleh sistem Nilai Masyarakat.
Suatu kebijakan dipandaang berterhadapan secaara tajam oleh sistem

Nilai yaang dianut Masyarakat secaara luas atau kelompok-kelompok tertentu,
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tidak akan dilakukan atau dipatuhi. Dan kebijakan pasti dilakukan bila tidak
berterhadapan oleh sistem Nilai Masyarakat.
Adaanya konsep ketidak-patuhan selektif terhadap hukum.

Ada beberapa peraturan perundaangan atau kebijakan yaang bersifat
kurang mengikat padaa individu-individu. Beberapa orang sangat mendukung
atau mematuhi undaangundaang kriminal kadaang-kadaang kurang patuh
padaa undaang-undaang atau peraturan-peraturan dibidaang ekonomi, daan

sebagainya.

ra pejabat Pemerintah daan

an 'I:kebijakan
d aiﬁaat menjadi
sumber keti 'egara. Adaanya
perbedaan pandaanga
Masyarakat menyebabkan penafsiran mereka terhadap peraturan atau
kebijakan iitu juga berbeda-beda. Semua ini menyebabkan orang tidak
mematuhi peraturan atau kebijakan negara. Percontohannya, seseorang yaang
telah membayar pajak kekayaan (PKK) sering tidak akan mau lagi membayar
pajak rumah tangga (PRT). Berkaitan oleh hal-hal diatass, peranan

badaan/Lembaga Pemerintah sangat besar sekali diperuntukan secaara

persuasif mampu mendorong kepaada Anggota-Anggota Masyarakat agar
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mereka mematuhi daan melaksanakan setiap peraturan-perundaangan atau

kebijakan Pemerintah.

Sekali usulan kebijakan telah diterima daan disahkan oleeh pihak yaang
berwewenang, maka keputusan kebijakan iitu telah siap diperuntukan
diimplementasikan/ dilaksananakan. Menurut Irfan Islamy, beberapa kebijakan
bersifat”’self-executing” artinya oleh dirumuskan kebijakan iitu sekaligus (oleh

sendirinya) kebijakan iitu terimplemenasikan. Misalnya kebijakan suatu negara yaang

e

beberapa pihale ) SO sumsumms T o

c.  Distributive, Redistributive, Regulatory daan Self Regulatory Policies.

1) Distributive policies adalah kebijakan-kebijakan terhadap pemberian
pelayananpelayanan atau keuntungan-keuntungan bagi sejumlah
khusus penduduk : individu-individu;  kelompok-kelompok;
perusahaan-perusahaan; daan Masyarakat tertentu. Percontohan

kebijakan-kebijakan ini misalnya : pemberian beasiswa bagi
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mahasiswa yaang memilih jurusan langka; pemberian subsidi padaa
koperasi teladaan; pemberian tax holiday bagi perusahaan-perusahaan
yaang baru berdiri; pemberian pengobatan cuma-cuma bagi Anggota
Masyarakat yaang terjangkit penyakit menular daan sebagainya.

2) Redistributive policies adalah kebijakan-kebijakan yaang sengaja
dilakukan Pemerintah diperuntukan memudahkan pengalokasian
kekayaan, pendapaatan, pemilikan, atau hak-hak diantaara kelas-kelas

daan kelompok-kelompok duduk, seperti antaara Golongan mampu

havenots) Percontohannya

policies, self-regola D es..biasanya sering dicari/dibutuhkan

daan didukung oleeh kelompok orang-orang yaang berkepentingan
oleh kebijakan iitu yaiitu sebagai alat diperuntukan melindungi atau
meningkatkan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Percontohan
selfregulatory policies ini misalnya terhadap pemberian surat izin
kerja; surat izin mengemudi; harga eceran produk pertanian/bahan-
bahan minyak (BBM) dan sebagainya.

d.  Material dan Symbolic policies.
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1))

2)

Material policies adalah kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian
atau penyediaan sumber-sumber material yaang nyata atau kekuasaan
yaang hakiki bagi para penerimanya atau mengenakan beban-beban
(kerugian-kerugian)bagi yaang harus mengalokasikannya. Percontohan
material policies adalah misalnya kebijaksanaan tentang kewajiban
para majikan diperuntukan membayar upah minimum bagi buruhnya;
kewajiban Pemerintah daerah diperuntukan menyediakan perumahan

murah bagi warganya dan.sebaga

)anan dan keamanan

nasional; pe asan...1a atas. (udara, laut dan darat) dan
sebagainya.

Private good policies adalah kebijakan-kebijakan tentang penyediaan
barangbarang atau pelayanan-pelayanan hanya bagi kepentingan
perseorangan (privat) yaang tersedia di pasaran bebas dan orang yaang
memerlukannya harus membayar biaya tertentu. Misalnya kebijakan

tentang penyediaan barang keperluan pribadi seperti restoran, tempat-
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tempat hiburan, perumahan, universitas, jalan toll, rumah sakit,
pelayanan telepon dan sebagainya.
f.  Liberal dan conservative policies.
1) Liberal policies adalah jenis kebijakan yaang menganjurkan
Pemerintah diperuntukan mengadakan perubahan-perubahan sosial
terutama yaang diarahkan diperuntukan memperbesar hak-hak

persamaan. Kebijakan liberal menghendaki agar Pemerintah

mengadakan koreksi terhada

Pandemi Covid 19 adalah per1st1wa menyebamya Penyakit koronavirus
2019 (Bahasa Inggris: Coronavirus disease 2019, disingkat Covid 19 di seluruh dunia
diperuntukan semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru
yaang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di
Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok padaa tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan
sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) padaa tanggal 11 Maret
2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan
lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021
orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh.

Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antaara orang-orang terutama melalui
percikan pernapasan (droplet) yaang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga
dapaat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapaat

menyebar akibat menyentuh permukaan benda yaang terkontaminasi dan kemudian
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menyentuh wajah seseorang. Penyakit Covid 19 paling menular saat orang yaang
menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum
gejala muncul Periode saat antaara paparan virus dan munculnya gejala biasanya
sekitar lima hari, tetapi dapaat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Gejala
umum di antaaranya demam, batuk, dan sesak napas. Komplikasi dapaat
berupa pneumonia dan penyakit pernapasan akut berat. Tidak ada vaksin atau
pengobatan antivirus khusus diperuntukan penyakit ini. Pengobatan primer yaang
diberikan berupa terapi simtomatik dan suportif. Langkah-langkah pencegahan yaang
direkomendasikan di antaaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga
jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri diperuntukan orang yaang

mencurigai bahwa mereka terinfeksi.

Usaha diperuntukan mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan
perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara,
serta penutupan fasilitas. Usaha ini termasuk karantina Hubei, karantina nasional di
Italia dan di tempat lain di Eropa, serta pemberlakuan jam malam di Tiongkok dan
Korea Selatan, berbagai penutupan perbatasan negara atau pembatasan penumpang
yaang masuk, penapisan di bandara dan stasiun kereta, serta informasi perjalanan
mengenai daerah oleh transmisi lokal. Sekolah dan universitas telah ditutup baik
secara nasional atau lokal di lebih dari 124 negara dan memengaruhi lebih dari 1,2

miliar siswa.

Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global, penundaan
atau pembatalan acara olahraga dan budaya, dan kekhawatiran luas tentang
kekurangan persediaan barang yaang mendorong pembelian panik. Misinformasi dan
teori konspirasi tentang virus telah menyebar secara daring,dan telah terjadi
insiden xenophobia dan rasisme terhadap orang Tiongkok dan orang-orang Asia

Timur atau Asia Tenggara lainnya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep
atau variable agar dapat diukur,dengan cara melihat pada dimensi (indicator) dari
suatu konsep atau variable (Juliansyah Noor,2001).

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam
penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah atau definisi operasional
yaitu:

36


https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Xenofobia_dan_rasisme_terkait_pandemi_koronavirus_2019%E2%80%932020
https://id.wikipedia.org/wiki/Daring
https://id.wikipedia.org/wiki/Misinformasi_terkait_pandemi_koronavirus_2019%E2%80%932020
https://id.wikipedia.org/wiki/Misinformasi_terkait_pandemi_koronavirus_2019%E2%80%932020
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembelian_panik
https://id.wikipedia.org/wiki/Penutupan_Italia_2020
https://id.wikipedia.org/wiki/Penutupan_Italia_2020
https://id.wikipedia.org/wiki/Penutupan_Hubei_2020
https://id.wikipedia.org/wiki/Jam_malam
https://id.wikipedia.org/wiki/Karantina
https://id.wikipedia.org/wiki/Isolasi_(medis)
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Mencuci_tangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Antivirus
https://id.wikipedia.org/wiki/Vaksin
https://id.wikipedia.org/wiki/Sindrom_gangguan_pernapasan_akut
https://id.wikipedia.org/wiki/Pneumonia
https://id.wikipedia.org/wiki/Komplikasi_(medis)
https://id.wikipedia.org/wiki/Demam
https://id.wikipedia.org/wiki/Masa_inkubasi

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah pada penelitian ini adalah Serangkaian tindakan
yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap
sejumlah besar orang, dari definisi ini bahwa kebijakan pemerintahan itu
terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan
berdampak terhadap banyak orang. Jadi pilihan tindakan oleh pemerintah yang
dampaknya hanya dirasakan seorang atau sedikit orang saja, maka ia tidak
dapat disebut sebagai kebijakan pe

. Pengendalian

membangun penget g endekatan penelitian

kualitatif adalah suatu proses-pene 0.dan.pemahaman yaang berdasarkan padaa
metode yaang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Padaa
penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan

terinci dari pandagan responden dan melakukan studi padaa situasi yaang alami.

1. Jenis penelitian.
Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yaang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yaang dimaksud oleh penelitian
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kualitatif yaitu penelitian yaang bermaksud diperuntukan memahami fenomena
tentang apa yaang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan oleh cara
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, padaa suatu konteks khusus yaang
alamiah dan oleh memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif
yaitu penelitian yaang berusaha diperuntukan menuturkan pemecahan masalah yaang
ada sekarang berdasarkan data-data.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaang digunakan padaa penelitian ini
dimaksudkan diperuntukan me ./\ entang Kebijakan Pemerintah

peneliti mendapaatkan “banya mbaharn : mber data tambahan padaa

penelitian ini adalah media sosial, berita, dokumen pribadi, media sosial, serta
dokumentasi yaang menunjang atau berhubungan oleh tema dari penelitian yaang

akan dilakukan yaang didapaatkan dari saat penelitian berlangsung.

3. Teknik penentuan informan
Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara diperuntukan memperoleh

data yaang lengkap, objektif dan dapaat dipertanggung jawabkan kebenarannya

38



b)

dari kelompoke#(Syaod

serta sesuai oleh penelitian. Diperuntukan mendapatkan data, fakta, serta
informasi yang terkait, maka peneliti menggunakan beberapa metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian di lapangan. Beberapa
metode pengumpulan informasi tersebut adalah :
Teknik observasi
Melakukan pengamatan terhadap kegiatan yaang sedang berlangsung. Teknik
opservasi menurut adanya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Alat

yaang digunakan berupa le

Bagian  memunculkan bebe servasi yaang dapaat digunakan

diperuntukan pen ya pServas sipasi, tidak terstruktur baik

4,-

Instrumen penel saat peneliti menggunakan
metode (Arikunto, 1993: 168). Instrumen penelitian juga didefinisikan sebagai
alat atau fasilitas yaang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar
pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat,
lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam hal ini, instrumen
utama dalam penelitian ini ialah peneliti itu sendiri karena pendekatan yaang

digunakan adalah kualitatif, sehingga kedudukan peneliti sekaligus sebagai
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perencana, pelaksana, pengumpul data, penafsir data dan pelapor hasil penelitian
(Arikunto, 1993: 168) .

Sama halnya yaang diungkapkan oleh Suyitno dan Murhadi (2007) bahwa
dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti merupakan instrumen utama
penelitian sehingga ia dapaat melakukan penyesuaian sejalan oleh kenyataan-
kenyataan yaang terjadi di lapangan. Selain itu, instrumen yaang dibutuhkan
dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, alat

perekam berupa handphone, kamera digital serta alat tulis seperti buku dan pena.

Instrumen tersebut

di_lapa

emudahkan peneliti ketika

mengambil data dapaat disimpan oleh baik

— [ Pengumpulan Data J -— [ Penyajian Data J

. Penarikan
Reduksi Data —
[ Kesimpulan/Verifikasi J

(Miles dan Huberman, 2009)

a) Pengumpulan Data
Data yaang diperoleh dari hasil pengamatan berperan serta, wawancara, dan
dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yaang terdiri dari dua aspek yakni
deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yaang berisi apa

yaang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti
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b)

tentang fenomena yaang dijumpai, sedangkan catatan refleksi adalah catatan
yaang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yaang dijumpai
dan merupakan bahan rencana pengumpulan data diperuntukan tahap selanjutnya.
Guna mendapaatkan catatan ini maka peneliti melakukan observasi dan
wawancara terhadap beberapa informan.

Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan

abstraksi data yaang masih keroleh di lapangan. Reduksi data

dilakukan selama penelitiansb penelitian di lapangan, sampai

sambil mell . Q fv 0 i cha G}
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